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ABSTRAK 

 

Zihan Nuraini (2022): Implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 

2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa 

Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten 

Kepulauan Meranti Dalam Perspektif Fiqih 

Siyasah 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Implementasi Peraturan Desa Nomor 

02 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Insit yang diharapkan 

mampu berjalan dengan baik agar terwujudnya Desa Insit yang bersih dan tertib. 

Sedangkan dalam pelaksanaannya Aparat Desa belum terlihat begitu maksimal 

dalam menjalankan Peaturan Desa tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa 

Insit tersebut. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana 

Impelentasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan 

Ternak Di Desa Insit, apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam 

Implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan 

Ternak Di Desa Insit dan Bagaimana Pandangan Fiqih Siyasah Terhadap 

Implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan 

Ternak Di Desa Insit. 

Jenis penelitin ini adalah penelitian lapangan (field research), yang 

berlokasi di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan 

Meranti. Populasi dalam penelitian ini adalah Aparatur Desa  dan 1 orang ketua 

BDP dan 1 orang ketua Linmas Jadi jumlah keseluruhannya adalah sebanyak 13 

orang yang menjadi populasi.Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan sumber data dari penelitian ini adalah 

data primer yaitu Kepala Desa dan Aaparatur Desa dan data skunder yaitu 

masyarakat dan bahan kepustakaan yang kemudian penulis analisis menggunakan 

analilis deskriptif kualitatif.  

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan Peraturan Desa 

nomor 02 Tahun 2019 tentang penertiban hewan ternak di Desa Insit Kecamatan 

Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti ini belum berjalan seperti 

yang diharapkan, karena masih banyaknya hewan ternak yang berkeliaran, ini 

disebabkan oleh adanya beberapa faktor penghambat dalam penerapan perdes 

tersebut yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya ketegasan penegak 

hukum, kurangnya sosialisasi, fakor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor 

budaya. Adapun tinjauan fiqih siyasah Implementasi Peraturan Desa Nomor 02 

Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Insit Kecamatan Tebing 

Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti belum terlaksana, namun dari segi 

pemimpin kepala desa sudah menajalankan tugasnya untuk mengatur masyarakat 

dengan membuat Peraturan Desa tersebut hanya saja dalam mengimplementasikan 

peraturan tersebut ada beberapa kendala sehingga belum berjalan dengan baik. 

 

Kata kuci:Implementasi, Perdes, Fiqih Siyasah 
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KATA PENGANTAR 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
  

A. Latar Belakang Masalah 

Peraturan adalah patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku 

seseorang dalam suatu lingkup/organisasi tertentu yang jika melanggar akan 

dikenakan hukuman/sanksi. Peraturan merupakan hal yang penting dalam 

berjalannya suatu kepemerintahan, baik dalam lingkup kecil hingga lingkup 

luas agar jalannya kepemerintahan terarah dan memiliki batasan-batasan 

tertentu. Keberadaan pemerintah adalah salah satu faktor dari munculnya 

peraturan dimana pemerintah berjalan juga harus sesuai dengan aturan yang 

berlaku. Aturan dalam sebuah kepemerintahan merupakan sebuah penentu 

berjalan atau tidaknya kepemerintahan tersebut.
1
 

Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga dengan demikian Desa 

memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur kepentingan masyarakat dalam 

kerangka Otonomi Desa.
2
 Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum 

yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat 

istimewa. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945 pasal 18B yang menyatakan bahwa “Negara 

mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat 

khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. 

                                                             

1
 http://jurmafis.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr  

2
 HAW Wijaya, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh, Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.1 

http://jurmafis.untan.ac.id/
http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr/


 

 

2 

Dalam melakukan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Desa dapat 

melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, 

memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan 

menuntut di pengadilan.
3
 

Hukum sebagai norma  yang mempunyai ciri khusus, yaitu hendak 

melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga dalam 

kepentingan umum. Jika ada yang melanggar ketentuan hukum dalam arti 

merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan umum seperti yang 

telah dikehendaki oleh ketentuan hukum itu, maka pelanggarannya mendapat 

reaksi dari masyarakat. Dan reaksi yang diberikan biasanya berupa 

pengambilan ketidak keseimbangan terhadap pelanggar itu. Maka petugas 

yang berwenang wajib memberikan hukum. 
4
 

Kurangnya sosialisasi hukum menyebabkan masyarakat perdesaan 

buta terhadap hukum. Seperti yang terjadi di Desa Insit Kecamatan Tebing 

Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Jika dilihat dari sisi kehidupan 

masyarakat tersebut sering sekali melakukan pelanggaran -pelanggaran 

terhadap hukum, misal hewan ternak yang dilepas secara bebas. Binatang 

ternak yang dibiarkan berkeliaran itu seperti sapi dan kambing. Hal tersebut 

menjadi pemandangan yang tidak asing lagi pada siang hari. 
5
 Padahal untuk 

                                                             

3
 Ibid, hlm.3 

4
 R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Rajawali pers 1993), hlm. 3. 

5
  Observasi Lapangan, Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan 

Meranti, Tgl 10-09-2021. 
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pemeliharaan hewan ternak sudah diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Udang 

Hukum Pidana). pasal 548 yang berbunyi:
6
 

1. Barang siapa tanpa wenang membiarkan unggas ternaknya berjalan 

dikebun, ditanah sudah di taburi, digali atau ditanami diancam pidana 

denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah. 

Bunyi pasal 549 sebagai berikut:
7
 

1. Barang siapa tanpa wenang membiarkan ternaknya berjalan di kebun, di 

padang rumput atau di lading rumput kering, baik di tanah, yang telah 

ditaburi, digali ataupun ditanami atau hasilnya belum diambil, ataupun di 

tanah kepunyaannya orang lain oleh yang berhak dilarang di masuki dan 

sudah diberi tanda larangan yang nyata bagi pelanggar, diancam pidana 

paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah. 

2. Ternak yang menyebabkan pelanggaran, dapat dirampas. 

3. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat setahun sejak adanya 

pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana 

denda diganti dengan pidana kurungan paling lama empat belas hari. 

Aturan tentang pemeliharaan hewan ternak bukan hanya diatur dalam 

hukum pidana positif saja tetapi juga diatur dalam Hukum Pidana Islam , 

yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia seperti yang dijelaskan 

dalam Al-Qur’an. 

                                                             

6
 KUHP Pasal 548, (Yogyakarta: Pustaka Buana), hlm. 142 

7
 Ibid, hlm. 171 
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Artinya: 

Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya 

memberikan keputusan mengenai ladang, karena tanaman itu dirusak 

oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kami yang 

menyaksikan keputusan itu yang diberikan oleh mereka itu. Maka 

Kami memberikan peringatan kepada Sulaiman tentang hukum (yang 

lebih tepat), dan kepada masing-masing mereka telah kai berikan 

hikmah dan ilmu, telah Kami tundukan gunung-gunung dan burung-

burung, semua bertasbih bersama Daud dan Kami lah yang melakunya   

(Q.S. Al-Anbiya’ (21): 78-79).
8
 

 

 Dalam tafsir disebukan menurut riwayat Ibnu Abbas, sekelompok 

kambing milik seorang peternak telah merusak tanaman seorang petani saat 

malam hari. Sang petani kemudian mengadukan peristiwa tersebut kepada 

Nabi Daud, keputusan yang dipilih Nabi Daud, yakni kambing-kambing 

tersebut harus diserahkan kepada sang petani sebagai ganti rugi tanaman 

yangr rusak. Namun, Nabi Sulaiman berpendapat kambing-kambing sang 

peternak diserahkan kepada petani hanya sementara waktu. Sang peternak 

wajib mengganti tanaman petani dengan yang baru. Jika tanaman tersebut 

telah segar seperti sedia kala, sang peternak diizinkan kembali memperoleh 

kambingnya.
9
 

Pada hakikatnya hukum memiliki peran penting  untuk memberikan 

efek jera kepada orang-orang yang melanggar. hukum sehingga pelanggar 

                                                             

8
 Q.S Al-Anbiya’, 78-79 

9
 https://m.republika.co.id//amp/qf06gi430 
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hukum tidak mengulangi lagi perbuatannya dan agar orang lain tidak 

menirunya. Yang menjadi pembeda hukum pidana dengan hukum lainnya 

adalah sanksi yang berupa pidana ancaman yang diberikan kepada pelanggar 

norma.
10

 

Selain KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ada juga aturan 

di dalam buku tiga KUHper (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) tentang 

larangan hewan binatang ternak yang diliarkan diatur dalam pasal 1368 yang 

berbunyi sebagai berikut: pemilik binatang atau siapa yang memakainya, 

selama binatang itu dipakainya, bertanggungjawab atas kerugian yang 

disebabkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu dibawah pengawasan 

maupun binatang tersebut tersesat dan terlepas dari pengawasan. 
11

 

Berdasarkan permasalahan mengenai hewan ternakyang dilepas secara 

bebas, Kepala Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten 

Kepulauan Meranti mengeluarkan suatu kebijakan yaitu Peraturan Desa 

Nomor 02 Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak.
12

 Dikeluarkannya 

perdes tersebut untuk mewujudkan desa Insit yang bersih, tertib dan menjaga 

ekosistem lingkungan hidup dan alam sekitarnya, perlu penataan, 

pemeliharaan dan penertiban pada semua aspek kehidupan masyarakat 

dengan melakukan penertiban hewan ternak yang dapat mengganggu aktivitas 

masyarakat.  

Sejauh ini Peraturan  Desa Nomor 02 Tahun 2019 tentang Penertiban 

Hewan Ternak di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten 

Kepulauan Meranti khususnya, sebagaimana pengamatan awal yang penulis 

                                                             

10
 http://jurnal.dharmawangsa.ac.id 

11
  KUHper Pasal 1368, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika), hlm. 306 

12
 Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak 
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lakukan belum ditindak tegas terhadap pelaksanaan ini oleh Aparat Desa Insit 

kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, padahal 

peraturan ini sudah berlaku selama 2 tahun, namun belum ada kesadaran dari 

peternak yang melalaikan kewajibannya terhadap hewan ternaknya, penulis 

masih banyak menemukan hewan ternak yang dipelihara dengan cara 

dilepaskan sampai keperkarangan rumah warga dan berjalan di jalan umum. 

Kotoran ternak yang berserakan diperkarangan umum sangat mengganggu 

kesehatan dan keindahan desa Insit.
13

 

Kebijakan mengenai peraturan penertiban hewan ternak merupakan 

kebijakan yang tidak hanya dirumuskan lalu di buat dalam suatu bentuk 

peraturan perundang-undangan dan kemudian tanpa ada realisasi dari 

pelaksanaannya atau implementasi dari terbentuknya peraturan tersebut, 

tetapi sebuah kebijakan publik yang harus dilaksanakan dan di impelentasikan 

agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Maka penulis tertarik 

untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan 

Desa Insit Nomor 02 Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak di 

Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan 

Meranti Berdasarkan Perspektif Fiqih Siyasah”. 

 

B. Batasan Masalah 

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan serta untuk lebih 

terarahnya penelitian ini maka dalam hal ini penulis perlu memberikan 

batasan terhadap permasalahan ini. Pembahasan dalam karya ilmiah ini 

difokuskan kepada hewan ternak kambing dan sapi yang dilepas secara bebas 

                                                             

13
 Observasi Lapangan, Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan 

Meranti, Tgl 10-09-2021. 
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tahun 2022 di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten 

Kepulauan Meranti. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang 

Penertiban Hewan Tenak di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat 

Kabupaten Kepulauan Meranti? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Peraturan 

Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa 

Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti? 

3. Bagaimana pandangan Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Peraturan 

Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa 

Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti?  

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui sejauh mana Impelentasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 

2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Insit Kecamatan Tebing 

Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. 

2. Mengetahui Pandangan Fiqih Siyasah terhadap implementasi pada 

Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak 

di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan 

Meranti. 
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Penelitian ini bermanfaat sebagai: 

1. Kegunaan teoritis yaitu penilitian diharapkan dapat membantu memacu 

perkembangan pengawasan dari suatu kebijakan yang dibuat oleh 

pemerintah daera, minimal memperkaya dan menambah hasil-hasil 

penilitian dibidang hukum tata Negara. 

2. Kegunaan praktis yaitu penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi 

pemerintah Kapubaten Kepulauan Meranti terkait penertiban hewan ternak 

di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat. 

3. Kegunaan akademis yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan 

informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti, 

serta penelitian ini dapat menambah referensi diperpustakaan guna untuk 

menjadi literatur kegiatan belajar di Universitas Islam  Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. Di samping itu karya ilmiah ini adalah syarat dari 

penyelesaian pendidikan strata satu (S1) Pada Fakultas Syariah dan 

Hukum Universitas Islam  Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Peraturan Perundang-undangan  

1. Pengertian Umum Peraturan Perundang-undangan 

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam 

Undang_undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan. Pengertian peraturan perundang-undangan menurut 

para ahli sendiri sangatlah beragam. Seperti pendapat Bagir Manan, 

bahwa peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara 

atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola pikir tingkah laku yang 

bersifat dan mengikat secara umum.
14

 

Menurut Maria Farida Indrati, istilah perundang-undangan 

(legislation, wetgeving, atau gesetzgebung) mempunyai dua pengertian 

yang berbeda, yaitu:
15

 

a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses 

membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun 

di tingkat daerah. 

b. Prundang-undangan adalah segala peratura negara, yang merupakan 

hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun 

di tingkat daerah.  

                                                             

14
 Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, Ind-Hill-co, Jakarta, 

1992, hlm. 18. 

15
 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perudang-Undangan, Dasar-Dasar dan 

Pembentukannya, (Kanisius, Yogyakarta, 2006), hlm.3. 
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2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal 

beberapa asas umum, antara lain yaitu:
16

 

Pertama, Undang-undang tidak berlaku surut. Asas ini dapat 

dibaca dalam pasal 13 Algemene Bepalingen van Wetgeving (selanjutnya 

disebut A.B) yang terjemahannya berbunyi sebagai berikut: “Undang-

undang hanya mengikat untuk masa mendatang dan tidak mempunyai 

kekuatan yang berlaku surut”. Pasal 1 ayat (1) Kitan Undang-undang 

Hukum Pidana, yang berbunyi sebagai berikut: “Tiada peristiwa dapat 

dipidana, kecuali atas dasar kekuatan suatu aturan perundang-undangan 

pidana yang mendahulukan”. Artinya dari asas ini adalah, bahwa undang-

undang hanya boleh digunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam 

undang-undang tersebut, dan terjadi setelah undang-undang dinyatakan 

berlaku. 

Kedua, Undang-undang yang tidak dapat diganggu gugat. Makna 

asas ini adalah sebagai berikut: a) adanya kemungkinan isi undang-

undang menyimpang dari Undang-Undang Dasar; dan b) hakim atau 

siapapun juga tidak mempunyai hak uji materil terhadap undang-undang 

tersebut. Hak tersebut hanya dimiliki oleh si pembuat undang-undang. 

Ketiga, Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin 

untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarat maupun 

individu, melalui pembaharuan (asas welvarstaat). 

                                                             

16
 Ni’matul Huda, Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, (Nusamedia, 

Bandung, 2011), hlm. 12.  
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Keempat, Undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan 

undang-undang yang lebih rendah (lex superiori derogate lexinferiori). 

Menurut asas ini bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah 

tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama.  

Konsekuensi hukum asas lex superiori derogate lex inferiori ialah: 

a) undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi 

mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula; b) undang-undang yang 

lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih 

tinggi;
17

 c) perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah, atau 

ditambah oleh atau dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat 

atau yang lebih tinggi tingkatannya. Tidak ditaatinya asas tersebut akan 

dapat meimbulkan ketidak tertiban dan ketidak pastian  dari sistem 

perundang-undangan. Bahkan dapat menimbulkan kekacauan atau 

kesimpangsiuran perundang-undangan.
18

 

Kelima, undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan 

undang-undang yang bersifat umum (lex specialis derogate lex generalis). 

Menurut asas ini apabila ada dua macam ketentuan peraturan 

perundangan yang setingkat atau kedudukannya sama dan berlaku dalam 

waktu yang bersamaan serta saling bertentangan, maka hakim harus 

                                                             

17
 Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia, (Sinar Grafika, Jakarta, 2013), hlm. 

62. 

18
 Amiroeddin Sjarif, Perundang-Undangan Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 1987), hlm. 78-79. 
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menerapkan atau yang khusus sebagai dasar hukum, dan 

mengesampingkan yang umum. 

Keenam, undang undang yang berlaku belakangan membatalkan 

undang-undang terdahulu (lex posteriori derogate lex priori). Maksudnya 

adalah undang-undang atau peraturan yang terdahulu/lama menjadi tidak 

berlaku apabila penguasa yang berwenang bemberlakukan undang-

undang atau peraturan yang baru dalam hal mengatur objek yang sama, 

dan kedudukan undang-undang atau peraturannya sederajat.
19

 

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus 

dilakukan berdasarkan asas-asas yang sebagaimana disebut dalam UU 

pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu: 

a. Kejelasan tujuan 

b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat  

c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan 

d. Dapat dilaksanakan 

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan  

f. Kejelasan rumusan dan 

g. Keterbukaan  

Materi mautan yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-

undangan juga harus mencerminkan asas-asas meliputi: 

a. Pengayoman 

b. Kemanusiaan 

                                                             

19
 Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 

64. 
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c. Kebangsaan 

d. kekeluargaan 

e. Kenusantaraan 

f. Bhineka tunggal ika 

g. Keadilan 

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan 

i. Ketertiban dan kepastian hukum dan/atau 

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 

3. Hierarki Peraturan Perundang-undangan 

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undanganterdapat dalam Pasal 5 huruf 

c yang mengatakan salah satu asas dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan adalah “kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi 

muatan”. Penjelasan dari Pasal 5 huruf c tersebut berbunyi:yang dimaksud 

dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah 

bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-

benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan 

hierarki peraturan perundang-undangan. 

Adapun hierarki Perundang-undangan yang dijelaskan dalam pasal 

7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR); 
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c. Undang-Undang; 

d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu); 

e. Peraturan Presiden; 

f. Peraturan Provinsi; 

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Untuk memahami dimensi-dimensi peraturan perundang-undangan 

sebagai salah satu instrument pemerintahan, perlu dikemukakan konsepsi 

dan hakikat peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-

undangan tingkat pusat maupun tingkat daerah. Menurut D.W.P Ruiter 

peraturan perundang-undangan mengandung tiga unsur yaitu: Norma 

hukum (rechtsnormen), bersifat keluar (naar buint warken), dan bersifat 

umum dalam arti luas (algemeenheid inruimezin). 
20

  

Achamd Ruslan menyimpulkan bahwa pembentukan peraturan 

perundang-undangan pada hakikatnya adalah pembentukan norma-norma 

yang berlaku keluar dan yang bersifat umum dalam arti luas. Sementara 

itu, Seohino mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan 

merupakan aturan hukum in abstacto dan unpersonal (bersifat umum-

abstrak), yaitu hukum yang belum ditujukan kepada subjek hukum 

tertentu secara konkrit. 

Dalam perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan, 

Maria mendefinisikan peraturan perundang-undangan sebagai suatu 

keputusan dari suatu lembaga negara atau lembaga pemerintahan yang 

                                                             

20
 Achmad Ruslan, Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan di Indonesia. Rangkang Education, Yogyakarta, 2011, hlm. 37. 
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dibentuk berdasarkan kewenangan atribusi maupun kewenangan delegasi. 

W Riawan Tjandra mengemukakan ciri-ciri dari peraturan perundang-

undangan sebagai berikut: 

1. Bersifat umum dan komprehensif. 

2. Bersifat universal, atau dengan kata lain peraturan perundang-

undangan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan dating 

yang belum jelas konkretnya. Oleh karena itu, peraturan perundang-

undangan tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa 

tertentu saja. 

3. Memiliki kekuatan untuk mengkoreksi dan memperbaiki dirinya 

sendiri adalah lazim bagi suatu peraturan untuk mencantumkan 

klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan 

kembali.
21

 

 

B. Peraturan Desa 

1. Tinjauan Umum Peraturan Desa 

Dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa pada 

Pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa eraturan Desa adalah peraturan 

perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas 

dan di sepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
22

 Menurut 

Hanif Nurcholis yang dikutip dalam bukunya yang berjudul 

“Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” bahwa 

                                                             

21
 W. Ridwan Tjandra, Hukum Keuangan Negara, (Jakarta, Grasindo, 2006), Hlm. 27 

22
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (7) Tentang Desa 
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Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh 

Kepala Desa bersama BPD dalam mengatur dan mengurus urusan 

masyarakat setempat sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi 

daerah, desa atau sebutan lain diberi kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan 

adat istiadat seempat yang diakui.
23

 

2. Proses Legislasi Peraturan Desa. 

Proses penetapan Peraturan Desa melalui 7 (tujuh) tahapan yakni:
24

 

a. Peraturam desa ditetapkan oleh kepala desa bersama dengan BPD. 

Peraturan desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan 

oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan desa adalah 

peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa 

setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan 

Desa.
25

 Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan 

memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. 

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dengan dibantu oleh 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

                                                             

23
 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Jakarta: 

Erlangga, 2011), hlm. 115.  

24
 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

25
 UU N0 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (7) 
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b. Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintah 

desa. Pemerintahan Desa adalah penyelengaraan urusan pemerintahan 

dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26

 Yang dimaksud pemerintah 

desa disini adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain 

dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah 

Desa. peraturan desa dibentuk dalam upaya mencapai tujuan 

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka 

panjang, menengah dan jangka pendek. 

c. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan 

kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Peraturan desa yang 

mengatur kewenangan desa berdasarkan hakasal usul dan 

kewenangan bersekala lokal desa pelaksanaannya diawasi oleh 

masyarakat desa dan Badan Permusyawaratan Desa.  

Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan desa di kawasan yang 

bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional.
27

 Hal itu 

dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa dapat 

diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat desa setempat 

mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat 

Desa. 

                                                             

26
 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Bab Ketentuan Umum ayat (2).  

27
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 
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d. Peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan 

peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan desa dilarang 

bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila terjadi 

pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah 

ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban 

mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai 

dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi 

pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain 

Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat desa juga mempunyai hak 

untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif 

terhadap pelaksanaan peraturan desa. 

e. Peraturan desa dibentuk berdasarkan pada asas bembentukan 

peraturan perundang-undangan. Penyusunan Peraturan Desa harus 

sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Tiap tiap desa di daerah-daerah diberi kewenangan dan tanggung 

jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

Melalui kewenangan yang dimilikinya untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat, pemerintahan desa akan berupaya untuk 

meningkatkan perekonomian sesuai dengan kodnisi, kebutuhan dan 

kemampuan yang dimiliki, sehingga mmemberikan peluang dn 
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kesempatan bagi desa untuk berupaya semaksimal mungkin dalam 

rangka mencapai tujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakayat di 

desa setempat. 

f. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis 

dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peratuan desa. 

Peraturan desa dibentuk berdasarkan aspirasi masyarakat.
28

 Titik 

tolak dari penyusunan suatu peraturan daerah adalah efektivitas dan 

efisiensi pada masyarakat. Dengan kata lain, penerapan suatu 

peraturan daerah harus tepat guna dan berhasil guna, tidak mengatur 

kepentingan golongan orang tertentu saja, dengan menghasilkan 

kepentingan golongan lain yang lebih banyak. Sehingga memiliki 

kaitan langsung ataupun tidak langsung terhadap kebijakan yang 

hendak diambil harus dilibatkan.  

Tujuan dasar peran serta masyarakat adalah untuk menghasilkan 

masukan dan persepsi yang berguna bagi warga negara dan 

masyarakat yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan 

kualitas pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan 

masyarakat yang potensial terkena dampak akibat kebijakan dan 

kelompok kepentingan, para pengambil keputusan dapat menagkap 

pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan 

kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkannya ke dalam suatu 

konsep.  

                                                             

28
 Ibid. 
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Pandangan dan reaksi masyarakat itu, sebaiknya akan menolong 

pengambil keputusan untuk menentukan prioritas, kepentingan dan 

arah yang pasti dari berbagai factor. Disamping itu, pasrtisipasi 

masyarakat juga merupakan pemenuh terhadap etika politik yang 

menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan.
29

 

g. Peraturan desa disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati atau 

Walikota melalui Camat sebagai bahan pengawasan atau pembinaan 

paling lambat 7 hari setelah ditetapkan untuk melaksanakan peraturan 

desa atau kepala desa. Rancangan peraturan desa tentang anggaran 

pendapatan dan belanja desa, pungutan, tata tuang, dan orgabisasi 

pemerintah desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota 

sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa. Hasil evaluasi tersebut 

diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari 

kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh 

Bupati/Walikota.  

Rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat 

desa.
30

 Masyarakat desa berhak memberikan masukan  terhadap 

rancangan peraturan desa. Peraturan desa dan peraturan kepala desa 

diundangkan dalam lembaran desa dan berita desa oleh sekretaris 

desa. 

 

 
                                                             

29
 Ibid. 

30
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan. 
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C. Tinjauan Fiqih Siyasah 

1. Pengertian Fiqih Siyasah 

Kata fiqh berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa, 

pengertian fiqih adalah “paham yang mendalam”, Imam al-Tirmidzi 

seperti dikutip Amir Syarifudin, menyebutkan “Fikih tentang sesuatu” 

berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.
31

 Sedangkan 

secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara’ (hukum Islam), 

fiqih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara’ 

mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshul 

(terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari 

dasar-dasarnya, al-quran dan sunnah). Jadi fiqih menurut istilah adalah 

pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari al-quran 

dan sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan 

ijtihad.
32

 

2. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah 

Dalam menentikan ruang lingkup kajian fiqih siyasah para ulama 

berbeda pendapat. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun 

ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan . 

bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajisn fiqih 

siyasah menjadi delapan bidang. Menurut al Mawardi, ruang lingkup 

kajian fiqih siyasah mencakup: 

                                                             

31
 Amir Syarifuddin, Pembaruan Pemikiran dalam Islam, (Jakarta, Bulan Bintang: 2003), 

hlm. 591. 

32
 T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqih, (Jakarta, Bulan: 1974), hlm. 26 
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a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan 

(Siyasah Dusturiyyah) 

b. Ekonomi dan militer (Siyasah Maliyah)  

c. Peradilan (Siyasah Sadha‟iyah) 

d. Hukum perang (Siyasah Harbiyah)  

e. Administrasi negara (Siyasah Idariyah)
33

 

Abdul Wahhab khaliaf membagi fiqih siyasah menjadi tiga bidang 

kajian saja, yaitu: 

a. Siyasah Qadhaiyyah 

b. Siyasah Dauliyyah 

c. Siyasah Maliyah
34

 

3. Dasar Hukum Fiqih Siyasah 

Dilihat dari pengertiannya sudah dapat dimengerti bahwa sumber-

sumber fiqh siyasah. Fiqh Siyasah merujuk dari nash-nash Al-quran dan 

Hadist, yang merupakan acuan segala hukum Islam . Al-Quran dan 

Hadist merupakan sumber hukum pertama yang memuat prinsip-prinsip 

dasar  untuk membangkitkan kesadaran manusia yang lebih tinggi dalam 

hubungannya dengan Tuhan dan alam semesta untuk berbagai kondisi.
35

 

 

                                                             

33
 Mujar Ibnu Syarif and Khamami Zada, Fiqih Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politi 

Islam (Jakarta: Erlangga, 2008).  

34
 Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta: 

Prenamedia Group, 2014, hlm, 14. 

35
 Hendri K, “Pemikiran Muhammad Iqbal dan Pengaruhnya Terhadap Pembaharuan 

Hukum Islam”, Al-Adalah Vol. XII, No. 3, Juni 2015, hlm. 611. 
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4. Pemimpin Dalam Fiqih Siyasah 

Kata pemimpin di dalam bahasa Arab mempunyai beberapa istilah 

yaitu Imam, Khalifah, Amir, Malik dan Sulthan. Imam menurut bahasa 

berasal dari kata (Amma-yaummu-imaman) yang berarti ikutan bagi 

kaum, dan berarti setiap orang yang diikuti oleh kaum yang sudah berada 

pada jalan yang benar ataupun mreka yang sesat. Imam juga bisa di 

artikan  sebagai pemimpin, seperti ketua atau yang lainnya. Baik dia 

memberi petunjuk ataupun menyesatkan. Imam disebut juga khalifah, 

yaitu peguasa dan pemimpin tertinggi rakyat.
36

  

5. Tujuan Pemimpin dalam Fiqih Siyasah 

Seorang pemimpin harus ada sebagai pengganti Rasulullah SAW, 

dalam mengatasi kepentingan umat dalam hidup beragama. Pemimpin 

adalah orang yang memiliki pandangan, ilmu pengetahuan dan insting 

kepemimpinan sehingga mampu mengendalikan masyarakat. Dengan 

demikian perlunya ada pemimpin dalam mengatur agama dan masyarakat. 

Mayoritas ulama mengatakan mengangkat pemimpin adalah wajib. 

Beberapa tujuan kepemimpinan yang dijelaskan dalam Al-qur’an, 

yaitu menegakkan agama, mengatur persoalan dunia dan agama, 

mencegah bahaya kekacauan dan tuntutan fitrah dan tradisi.
37

 

 

 

                                                             

36
 Ali Ahmad As Salus, Aqidah Al-Imamah, Inda as-Syari‟ah al-Isna‟ Asyariyah 

(terjemahan) cet. Ke-1 (Jakarta: Grma Insani Press, 1987), hlm. 15. 
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a. Menegakkan agama 

Agama yang dimaksudkan adalah agama kebenaran, yaitu 

agama Islam . Inilah tujuan pertama yang paling utama, sebagaimana 

yang dijelaskan Ibnu Himam. “Tujuan pertama imamah adalah 

menegakkan agama, maksudnya menjadikan agama sebagai syiar 

nyata sebagaimana yang diperintahkan seperti ikhlas dalam 

menjalankan ketaatan, menghidupkan sunnah, dan mematikan bidah, 

agar seluruh hamba melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT.
38

 

b. Mengatur persoalan dunia dan agama 

Tujuan imamah yang kedua adalah mengatur persoalan dunia 

dan agama, dengan hukum yang telah diterapkan oleh Allah SWT. 

Penegakan hukum jelas merupakan bagian dari memutuskan perkara 

dengan hukuman yang telah diturunkan Allah SWT, namun bukan 

satu-satunya karena yang dimaksudkan dengan memutuskan perkara 

dengan hukum yang diturunkan Allah SWT adalah mengatur seluruh 

persoalan hidup sesuai kaidah, prinsip dan hukum syariat yang jelas 

dalam ayat Al-qur’an atau yang disimpulkan ayat Al-qur’an yang 

sesuai dengan kaidah ijtihad yang tepat.
39

 

c. Mencegah bahaya kekacauan 

Imamah wajib mencegah bahaya kekacauan, karena ketika tidak 

ada pengangkatan seorang imam akan menimbukan bahaya dan 

kekacauan yang hanya diketahui oleh Allah SWT. Mencegah bahaya 
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dapat menjaga lima kepentingan ini yaitu: agama, jiwa, kehormatan, 

harta, dan akal. Ini merupakan kewajiban syar‟i dan salah satu tujuan 

syariat. Semua tidak akan terlaksana tanpa mengangkat seorang imam 

bagi kaum muslim. Dengan demikian, mengangkat seorang pemimpin 

adalah wajib.  

d. Tuntutan Fitrah dan Tradisi 

Mengangkat seorang pemimpin jamaah merupakan perkara 

fitrah, dimana Allah SWT menciptakan manusia sesuai dengan fitrah 

tersebut. Manusia adalah makhluk yang beradab dan berakhlak. Maka 

jelas manusia tidak dapat hidup sendirian, terpisah dari manusia 

lainnya. Bahkan manusia harus hidup bersama dengan manusia yang 

lain agar persolan-persoalan hidup dapat berjalan dengan baik dan 

segala kepentingannya terlaksana. Dan dampak dari hidup berbaur 

dengan sesame ialah terjadi benturan kepentingan dan menyebabkan 

gesekan antara satu sama lain sehingga menimbulkan pertikaian.
40

 

 Seorang pemimpin diperlukan sebagai rujukan ketika terjadi 

perselisihan di antara sesame manusia. Seorang pemimpin yang 

diterima semua kalangan untuk memutuskan perselisihan dan 

sengketa yang terjadi. Karena itu mengangkat seorang pemimpin 

adalah perkara yang sangat penting untuk menjaga hak-hak sesama 

dan menjamin stabilitas hidup. 
41
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6. Hak dan Kewajiban Pemimpin dalam Fiqih siyasah 

Seorang pemimpin harus mengetahui kewajiban-kewajiban yang 

krusial (sulit) dan urgen (mendesak) untuk dilakukan secara arif dan 

bijaksana dengan bantuan para pejabat kenegaraan secara konsisten. 

Dalam teori politik disebutkan bahwa secara umum syariat untuk menjadi 

pemimpin haruslah memiliki ideology yang jelas, harus dapat diterima 

oleh rakyatnya, memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas, dapat 

dipercaya serta jelas pemihaknya kepada kepentingan rakyat. 

Tugas kepemimpinan itu tidak terlepas begitu saja tanpa diberikan 

kewenangan untuk mengatur bumi dan seisinya. Ini berarti, untuk 

kelancaran tersebut Allah SWT telah memberikan panduan yang lengkap. 

Kepemimpinan ini merupakan tugas yang berkelanjutan dan 

kessinambungan untuk kemaslahatan umat. 

Hak-hak kepemimpinan berkaitan erat dengan kewajiban rakyat. 

Hak untuk ditaati dan dibantu misalnya adalah kewajiban rakyat untuk 

menaati dan membantu, seperti yang sersurat di dalam Al-qur’an. 

Kepemimpinan adalah beban yang berat dan kewajiban yang besar. 

Karena memikul kewajiban kepemimpinan merupakan salah satu amal 

ketaatan terbesar di sisi Allah SWT.
42

 

7. Fiqih Siyasah Dusturiyah 

Siyasah dusturiyah berasal dari dua kata yaitu siyasah dan 

dusturiyah. Kata siyasah berasal dari sasa-yasusu yang diartikan dengan 
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mengurusi, mengatur dan menjaga rakyat dengan segala urusannya. 

Secara literal siyasah dikenal di dalam bahasa Arab sebagai politik karena 

demikian di dalam buku-buku ulama salaf atau ulama klasik dikenal 

dengan siyasah syar‟iyyah.
43

 Sedangkan dustur adalah prinsip-prinsip 

pokok (asas) bagi pemerintahan negara maupun seperti terbukti di dalam 

perundang-undangannya, peraturan-peraturannya dan adat-adatnya.
44

 

8. Ruang Lingkup Siyasah Duturiyah 

Fiqih siyasah dusturiyah adalah hubunga antara pemimpin di satu 

pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam 

masyarakat. Dari pernyataan tadi, sudah tentu ruang lingkup 

pembahsannya sangat luas. Oleh karena itu, ilmu siyasah dusturiyah ini 

dibatasi dengan hanya membahas pengaturan dan undang-undang yang 

dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip 

agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi 

kebutuhannya.
45

 

a. Imamah (Kepemimpinan). 

Secara etimologi kata imamah pecahan dari fi‟il amma (karta 

kerja). Jika dikatakan, amma hum atau amma bihim, maknanya yang 

terdepan dari mereka dan ia berarti imamah. Sedangkan imam 

bermakna, setiap yang diikuti dari golongan para pemimpin dan 
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selainnya. Ibnu Manzhur berkata: imam atau pemimpin adalah setiap 

yang diikuti oleh suatu kaum, baik berada dijalan yang lurus maupun 

berada di atas kesesatan.
46

 

b. Rakyat dan Kewajibannya 

Persoalan rakyat kelihatannya kurang mendapat pembahasan 

dikalangan para fuqaha terdahulu, misalnya Imam Mawardi dan Abu 

Ya’la tidak menyediakan satu bab yang khusus bagi membicarakan hal 

ini. Rakyat terdiri dari muslim dan non muslim, yang non muslim ini 

ada yang disebut kafir dzimmi da nada pula yang disebut musta‟min. 

Kafir dzimmi adalah warga non muslim yang menetap selamanya serta 

dihormati, tidak boleh diganggu jiwanya, kehormatannya dan hartanya. 

Sedangkan musta‟min adalah orang asing yang menetap untuk 

sementara dan juga harus di hormati jiwanya, kehormatannya dan 

hartanya. 
47

 

c. Bai‟at (Janji setia) 

Bai‟at (mubaya‟ah), pengakuan mematuhi dan menaati imam 

yang dilakukan oleh Alh al-Hall Wa al-„Aqd dan dilaksanakan sesudah 

permusyawaratan. Diaudin Rais mengutip pendapat Ibnu Khaldun 

tentang bai‟at ini dan menjelaskan: 

“Adalah mereka apabila membai‟atkan seseorang amir dan 

mengikat perjanjian, mereka meletakkan tangan-tangan mereka 

di tangannya untuk menguatkan perjanjian. Hal itu serupa 
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dengan perbuatan si penjual dan si pembeli . karena itu 

dinamakanlah bai‟at. 
48

 

 

d. Ahl al-Hall Wa al-„Aqd 

Menurut bahasa al-„Aqd berarti “ semua yang dijanjikan atau 

ditetapkan Allah SWT atas seseorang”, seseorang disebut “Waliy al-

Ahdi” karena ia merupakan pemegang janji dari orang-orang yang 

membai‟atnya sebagai Khalifah. Dalam pengertian para ahli siyasah 

Syar‟iyyah, al-„Aqd adalah memilih seseorang tertentu untuk 

melakukan pekerjaan dalam jabatan kenegaraan tertentu, mulai dari 

jabatan kepada pemerintah sampai kepada jabatan kenegaraan yang 

paling rendah. Jadi pengertian al-„Aqd sebenarnya cukup luas, namun 

dalam pengertian praktis istilah ini biasanya dipakai untuk menunjuk 

dalam pemilihan untuk jabatan kenegaraan yang tertinggi yaitu 

khalifah atau imam.
49

 

 

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu  

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa penelitian 

terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan: 
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Penelitian Terdahulu Perbedaan Penelitian 

1. Skripsi Edi Mardiansyah 

(Mahasiswa IAIN Bengkulu 

Tahun 2020 M/1442 H) dengan 

judul Implementasi Peraturan 

Daerah Kabupaten Bengkulu 

Tengah Nomor 07 Tahun 2013 

Tentang Penertiban Ternak. 

Skripsi ini membahas mengenai 

Peraturan daerah yang mengatur 

tentang penertiban hewan ternak 

yang diundangkan pada tahun 

2013 masih belum 

terlaksanakan.
50

 

Adapun perbedaan dengan penelitian 

tersebut adalah lokasi penelitian, 

sampel dan peraturannya, dimana 

peraturan di penelitian terdahulu 

merupakan Implementasi Peraturan 

Daerah sedangkankan Peraturan 

Penelitian Penulis Merupakan 

Implementasi Peraturan Desa. 

2. Skripsi Ahmad Rifa’I  

“Implementasi Peraturan Bupati 

Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur Nomor 52 Tahun 2017 

Tentang Kewajiban Larangan 

Dan Sanksi Pemilik Ternak Desa 

Suka Maju Kecamatan Geragai”. 

Skripsi ini membahas tentang 

kewajiban pemeliharaan hewan 

ternak yaitu pemilik ternak 

berkewajiban memelihara dan 

menertibkan hewan ternaknya 

serta menyediakan makanan 

ternak yang cukup dengan mutu 

Adapun perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian penulis adalah 

peneltian yang dilakukan oleh 

Ahmad Rifa’i membahas tentang 

kewajiban memelihara dan 

menertibkan hewan ternak, larangan 

pemilik ternak melepaskan atau 

membiarkan hewan ternaknya 

berkeliaran disembarang tempat,  dan 

sanksi pemilik hewan ternak. Untuk 

itu penelitian ini tidak ada persamaan 

dengan penelitian yang dilakukan 

penulis yang membahas tentang 

Implementasi Peraturan Desa Insit 
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yang baik dan larangan pemilik 

hewan ternak melepas atau 

membiarkan hewan ternaknya 

berkeliaran di sembarang tempat 

secara bebas dan sanksi untuk 

pemilik ternak yaitu penangkapan 

ternak dan denda.
51

 

Nomor 02 Tahun 2019 Tentang 

Penertiban Hewan Ternak. 

 

3. Skripsi Muhammad Husen 

(Mahasiswa UIN Sulthan Thaha 

Saifudin Jambi Tahun 

2020/2021) dengan judul 

Legalitas Terhadap Hewan 

Ternak Yang Diliarkan Menurut 

Hukum Postif dan Hukum Islam . 

Skripsi ini membahas tentang 

bagaimana sesungguhnya 

legalitas terhadap hewan ternak 

yang diliarkan.
52

 

Perbedaan penelitian penulis dengan 

penelitian terdahulu adalah penelitian 

ini membahas tentang legalitas 

terhadap hewan ternak yang diliarkan 

menurut hukum positif dan hukum 

islam. Sedangkan Penelitian penulis 

membahas tentang Implementasi 

Peraturan Desa Tentang Penertiban 

Hewan Ternak berdasarkan 

perspektif fiqih siyasah.  

 

 

4. Skripsi Andi Bastian Nim: 

1416151897 (Mahasiswa IAIN 

Bengkulu Tahun 2018 M/1439 H) 

dengan judul Efektivitas 

Peraturan daerah Kabupaten 

Seluma No. 19 Tahun 2007 

Tentang Pemeliharaan dan 

Perbedaan penelitian penulis dengan 

penelitian terdahulu adalah penelitian 

ini membahas tentang bagaimana 

sistem pemeliharaan dan 

penertibannya menurut Perda dan 

pandangan Hukum Islam  terhadap 

pemeliharaan dan penertibannya. 
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Penertiban Hewan Ternak 

Ditinjau Dari Hukum Islam  

(Studi Kasus Desa Suka Bulan 

Kec. Talo Kecil). Skripsi ini 

membahas tentang bagaimana 

evektifitas pemeliharaan, 

penertiban menurut Peraturan 

Daerah Kabupaten Seluma 

Nomor 17 Tahun 2007 di Desa 

suka Bulan serta bagaimana 

pandangan hukum Islam  

terhadap pemeliharaan dan 

penertibannya.
53

 

Sedangkan penelitian yang penulis 

lakukan tentang Impelentasi 

Peraturan Desa Tentang Penertiban 

Hewan Ternak berdasarkan 

perspektif fiqih siyasah.  

5. Skripsi Lilis Rahmawati 

(Mahasiswa UIN Suska Riau 

tahun 2020 M/1441 H) dengan 

judul Implementasi Peraturan 

Daerah Kabupaten Kampar 

Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan dan Penertiban 

Peternakan Serta Kesehatan 

Hewan di Desa Koto Perambahan 

Kecamatan Kampar.
54

 

Adapun perbedaan penelitian penulis 

dengan penelitian terdahulu yaitu 

dimana  penelitain terdahulu meneliti 

mengenai Peraturan Daerah tentang 

penyelenggaraan dan penertiban 

peternakan serta kesehatan hewan, 

sedangkan penelitian yang penulis 

lakukan mengenai Peraturan Desa 

tentang penertiban hewan ternak 

berdasarkan perspektif fiqih siyasah 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto, metode penelitian adalah cara yang digunakan 

oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian atau jalan yang ditempuh 

sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-

langkah yang sistematis.
55

 Adapun langkah-langkah yang sistematis tersebut, 

adalah sebagai berikut: 

 

B. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research) yakni 

menjadikan bahan lapangan sebagai tumpuan utama. Sedangkan dilihat dari 

sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu prosdur 

penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat dskriptif dalam bentuk 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.
56

 

Jadi, dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk mengetahui dan 

menganalisa masalah penelitian secara deskriptif, yaitu menggambarkan dan 

menjelaskan mengenai impelemtasi Peraturan Desa nomor 02 tahun 2019 

tentang Penertiban Hewan Ternak berdasarkan uraian-uraian diatas yang 

dianalisis dalam bab Pembahasan. 
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C. Lokasi Penelitian 

Sesuai permasalahan yang ditemukan, penelitian ini dilakukan di Desa 

Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun 

asalan penulis menetapkan lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian karena 

adanya masalah mengenai tidak terlaksananya Peraturan Desa Nomor 02 

tahun 2019 di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat. 

 

D. Subjek dan Objek Penelitian  

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, 

ataupun lembaga (organisasi). Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang 

akan dikenai kesimpulan hasil penelitian.
57

 Adapun subjek dalam penelitian 

ini adalah kepala desa, sekretaris desa, ketua BPD, ketua Linmas dan 

masyarakat. Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang 

atau yang akan menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Disebut juga 

dengan pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data yang 

lebih terarah. Adapun objek dalam penulisan ini ialah Impelentasi Peraturan 

Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Insit 

Kecamatan Tebing Tinggi Barat 
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E. Populasi dan Sampel Penelitian  

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Populasi 

merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat berupa 

himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasu-kasus, waktu atau 

tempat dengan ciri dan sifat yang sama.
58

 Populasi dalam penelitian ini adalah 

Aparatur Desa  dan 1 orang ketua BDP dan 1 orang ketua Linmas Jadi jumlah 

keseluruhannya adalah sebanyak 13 orang yang menjadi populasi. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Dengan jumlah populasi yang relatif sedikit yang mana 

berjumlah 13 orang, penulis menjadikan seluruh populasi menjadi sampel 

dengan teknik “total sampling”.
59

  

 

F. Jenis dan Sumber Data 

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden 

maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistic atau 

dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang dimaksud. 

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

terdiri dari data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari aparatur desa 

baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi. Data primer dalam 
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penelitian adalah data yang diperoleh langsung kepada pihak yang 

bersangkutan yaitu kepala desa dan aparatur desa. 

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau berasal dari beberapa 

masyarakat desa Insit dan bahan kepustakaan yang sudah diolah 

berdasarkan kebutuhan dari penelitian. 

 

G. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung 

kelapangan untuk melihat bukti secara jelas apa yang terjadi dilapangan 

sebenarnya. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi terhadap binatang 

ternak dilokasi Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat. 

2. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan 

responden. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada aparatur 

desa dan masyarakat sekitar. 

3. Dokumentasi, yaitu pelengkap daripada metode observasi dan wawancara 

dalam penelitian kuantitatif. Dokumtasi dapat berbentuk gambar, catatan 

transkip, buku atau karya-karya ilmiah. 
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H. Teknik Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

metode analisis kualitatif. Artinya data yang diperoleh diolah secara 

sistematis.prosesnya melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan 

data, dan menarik kesimpulan. Kegiatan tersebut terus menerus dilakukan 

sehingga membentuk siklus yang memungkinkan hasil kesimpulan yang 

memadai, sehingga proses siklus dapat saling berhubungan secara 

sistematis.
60
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 Lexi. J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda Karya, 2000), Cet ke-
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

maka yang menjadi kesimpulan pada penelitian ini adalah: 

1. Implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penertiban 

Hewan Ternak  Di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten 

Kepulauan meranti belum berjalan seperti yang diharapkan dikarenakan 

masih banyaknya hewan ternak yang berkeliaran baik di perkebunan, 

perkarangan rumah warga dan di jalanan umum. Hal itu disebabkan oleh 

ketidak tahuan masyarakat akan Peraturan Desa Tentang Penertiban 

Hewan Ternak, dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh 

pemerintah desa yang dibuktikan dengan baru dua kali dikeluarkannya 

surat edaran kepada masyarakat pada tahun 2010. 

2. Faktor pendukung dari Impelentasi Perauran Desa Nomor 02 Tahun 2019 

Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Insit Kecamatan Tebing 

Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu dengan adanya suatu 

pemeritahan dan personil yang boleh dikatakan sudah mencukupi.  

Faktor penghambat dari Peraturan Desa tersebut yaitu: 

a. Kurangnya kesadaran Masyarakat 

b. Kurangnya ketegasan penegak hukum 

c. Kurangnya sosialisasi 

d. Faktor ekonomi 
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e. Faktor pendidikan 

f. Fakyor budaya 

3. Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyyah Terhadap Implementasi Peraturan 

Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa 

Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepuluan Meranti, 

Kepala desa merupakan pemimpin dalam suatu instansi pemerintahan 

desa, sebagaimana kepemimpinan dalam Islam  dalam tinjauan fiqih 

siyasah diperintahkan untuk menaati Allah , Rasul beserta Ulil Amri yaitu 

pemimpin dalam Islam . Dengan demikian Kepala Desa mempunyai tugas 

sebagai kepala pemerintah desa untuk memperhatikan masyarakatnya 

didalam bidang apapun, dan harus menjalankan tugasnya sesuai dengan 

peraturan yang sudah dibuat. Agar menciptakan masyarakat yang hidup 

dengan kesejahteraan dan tentram didalam desa tersebut. Salah satunya 

meningkatkan keamanan dan ketertiban desa dalam penertiban hewan 

ternak agar tidak berkeliaran secara bebas sehingga membuat masyarakat 

tidak nyaman. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitain yang telah disimpulkan maka saran yang 

dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan kepada Pemerintah Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi 

Barat Kabupaten Kepulauan Meranti untuk lebih tegas dan selalu 

mensosialisasikan Perdes tentang penertiban hewan ternak ini kepada 

masyarakat agar masyarakat bisa tau dan tidak ada alasan lagi untuk 
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masyarakat membiarkan hewan ternaknya dilepas dan berkeliaran yang 

bisa menimbulkan keresahan bagi masyarakat banyak. 

2. Aparat Desa dan Linmas harus lebih aktif dalam melaksanakan penertiban 

hewan ternak yang berkeliaran di perkebunan, jalanan umum dan 

perkarangan warga dikarenakan hal tersebut akan menimbulkan keresahan 

bagi masyarakat. Selain itu juga harus menemukan solusi terhadap 

kendala-kendala yang ditemukan dilapangan agar dapat lebih optimal 

dalam melaksanakan penertiban hewan ternak, agar peraturan tersebut 

bisa berjalan dengan baik. 

3. Dalam tinjauan Fiqih Siyasah Implementasi Peraturan Desa Nomor 02 

Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Insit Kecamatan 

Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, Kepala Desa Sebagai 

Seorang pemimpin harus lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya, 

karena hal ini berkaitan dengan kemaslahatan umat. 
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